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Jakarta, 9 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 

pada Selasa (9/2) pukul 14.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 

ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi 

Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.  

Dalam sidang ini akan diagendakan untuk mendengarkan Jawaban KPU Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu 

Terdapat dua perkara yang menggugat PHP Bupati Bolaang Mongondow Timur, yaitu perkara 

Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021. 

Dalam sidang sebelumnya, Irwan Gustaf Lalegit selaku kuasa hukum perkara Nomor 

111/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang 

Mongondow Timur Nomor Urut 3 Hi Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit, menyampaikan 

beberapa dalil permohonan. Meski selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor 

Urut 2 Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo mencapai 9,74%, Pemohon tetap ingin 

memajukan permohonan. Menurut penuturan Irwan, pihaknya menemukan penerbitan suket 

tidak sesuai ketentuan pada seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur. 

Selain itu, Irwan menjabarkan adanya pemilih di bawah umur yang dapat melakukan 

pencoblosan. Kemudian ada pula pemilih tambahan yang tidak didaftarkan KPPS pada DPTb 

dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK, seperti di TPS 001 Desa Moonow. 

Pada kesempatan yang sama, Hendro Christian Silow yang menjadi kuasa hukum perkara 

Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan alasan permohonan yang dimohonkan 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 

Urut  1 Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima. 



“Walaupun tidak memenuhi syarat Pasal 158, tetapi ada pelanggaran berupa politik uang yang 

telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan  tidak terbukti,” ungkap Hendro. 

Terhadap dalil yang dikemukakan, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan 

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

Nomor 396/PL.02.6-Kpt/7110/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 

Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. (FY). 
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